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1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Oaerah Kabupaten Dalam Ungkungan Jawa Barat (Berita 
Negara Aepubl1k Indonesia Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsl. KOlusi. dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik tooonesia T ahun 1999 
Nomor 75, T ambahan Lemllaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 3851 ): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana tetan diubah beberapa kah teral<hir 
dengan Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahon 2004 

a. bahwa dalam rangka m911ingkatkan kinerja secara optimal, 

elisien Clan efektif perfu memantapkan pelaksanaan rugas clan 
fungsi organisas, perangkat daerah mefalui tata hubungan kerja: 

b bahwa berdasarkan pert,mbangan sebaga,mana dimaksud di 

atas huruf a, pertu ditetapkan Peraturan Supati Bekasi tentang 

Tata Hubungan Ker)a Organisasi Perangkat Daerah dJ 
Ungkungan Pemelimah Kabupaten Bekasi; 

BUPATI BEKASI 

Menglngat 

Menunbang 

TENTANG 
TATA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR : 26 TAHUN 2011 

PERATUAAN BUPATI BEKASI 

SERI: NOMOR: 2o 

(_J 
SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nc>mor 7 Tahun 2009 

tentang Orgarnsasi Perangkat Daera,'l sebaga,mana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 4 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7). 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tatwn 2008 Nomor 6); 

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Hubungan Ketja Organisasi Perangkat Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T ahun 2005 ten tang Pedoman 

Pernblnaan den Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4593); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganiSaSJ 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4741): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor :la Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsl dan Pemerlntahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik lndor,esia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
t.ernoaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737): 
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oatam Peraturan Daerah ini yang d1maksud dengar, · 

1. Pemerinlah Oaerah adaJah Pemerintah Kabupaten Bekasi. 
2. Bupati adalah Bupab Bekasi. 

3. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Oaeran l<abupaten Bel<asi. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembanru kepala daerah dalam penyelenggaraan 

pemenotahan daerah yang terdlri dan Sekretarial Daerah. Sektetariat DPRD. Dinas 
Daerah. Lembaga Teknls Daerah Lembaga Lain. Kecamatan Clan Kelurahan. 

5 Sekretanat Daerah adalah unsur pembanlU pimpman daerah yang mempunyai 
tugas dibidang pemerintanan, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan 

administras, kepada perangkat daerah mebpub peng~oordinasian perumusan 
kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan administraSI pemenntahan dan 

pelayanan administrasi sena pengelolaan sumber daya aparatur. keuangan. 
prasarana dan sarana Pemerintah Daerah. 

6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan rugas. 
wewenang. hak dan kewajlban DPRD. 

7 Dines Daerah adalah unsur pelaksana keb11akan pemerintah daerah kabupaten 
yang mengelola keweriangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten Clan kewenangan 

yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati dan bertanggung iawab kepada Bupall 
melalul Sekretans Daerah. 

8. Lembaga Tekrus Dae,ah adalah unsur pendukung pemenmah daerah yang 
mempunyai tugas merumuskan kebijal<an te~nis dan melaksanakan kewenangan 
tertenru Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan daerah serta 

kewenangan lainnya meliputi perumusan kebijakan tekms dan layanan penunjang. 
9. Aslsten adalah asisten di lingkungar, Sekretariat Oaeran. 

1 O. Stal Ahli adalah stat ahll sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemennrah 
Kabupaten Bekasi. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAS I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA HUBUNGAN 

KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SEKASI. 

MEMUTUSKAN • 
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Fungsi T ata Hubungan Ke11a. yaitu : 
a. acuan bagi unit organ,sasi dalam melaksanakan hubungan kerja yang meflputi 

hubungan koordmasi, kerjasama, pembinaan clan pengawasan: 
b. dasar penyusunan perencanaan program dan keg.atan unit organ1sasi perangkat 

daerah; 
c. alat monitoring dan evaluasi datarn pe!aksanaan program dan kegiatan unft 

orqanisasl peranqkat daerah. 

Pasal 4 

Tujuan Tata Hubungan Kerja. yaltu : 
a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan lungs,: 
b menlngkatkan solacfrtas dan sinerg,taS pelaksanaan rugas pokok dan lungs, Organisasi 

Perang!<at Oaerah: 
c. meningkatkan kinerja Organosasi Perangka! Daerah: 
d. meningkatkan efesiensi dan efeklMlas pelayanan. 

Pasal 3 

Tata Hubungan Kerja dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Un,1 Organisasa dalam 
melaksanakan hubungan kerja Organisasi Pera,~gkat Daerah di Lingkungan Pemerlntah 
Kabupaten Bskasi, 

Pasal2 

MAKSUO, TUJUAN DAN FUNGSf SERTA RUANG UNGKUP 

BAB II 

11 Keeamalatl aOilia!'! 'Mlayah ~etia carnat sebaga, perangka! daerah Kabupaten 
Bel.as, 

12. i<elurallan adalah w,layah ke~a lurah sebaga, perangkal Daerah Kabupaten/Kota 
ealarn wilayah kerja Kecamatan 

13. Huburljlan Kerya adalah rangkaian proseour dan tata k8fja antar perang1<a1 <fa'""" 
yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka oplimalisasi haSJ1 keria. 

14 Tata Hubungan Ker1a adalah pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah 
dalam bentuk pota hubungan kerja dan koordinasi yang bers~at fungsional, 
adminislrasi operaSional dan teknis operasional. 
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(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berpedoman 

pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit organisasi perangkat daerah 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

( 1) Pelaksanaan hubungan kerja. didasarkan pada asas-asas : 

a. lntensitas, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilalrukan berdasarkan kepatuhan 
kepada waktu.lfrekuensi; 

b. Kualrtas. yaihl petaksanaan hubungan keqa d1lakukan berdasarl<an pada 
kualitas hasil/ovtpu1. manfaat dan dampak posmt- 

c. Orientasl proses dan hasil, yaltu peiaxsanaan hubungan kerja dilakukan 
berdasarkan onentast proses dan hasil; 

d. Harmonis. yaitu pelaksanaan hubungan keqa diJakukan seeara seJaras antar 
unit orqarnsast terkait; 

e. Solid. yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus mewujudkan hubungan 
organisasi yang kokoh, kuat dan terpadu daiam menjalankan rugas pokok dan 

fungsi dengan berpedoman kepada prins1p tujuan. prinSlp spesialisasi. pnnsip 
koordmasr, pnnSlp kewenangan. prinsip tanggun9Jawab. prinsip korespondensi. 

jenjang pengawasan. kamarnpuan pengetahuan dan ksterampuan pegawa,; 
f. Sinergi, yaitu pe_laksanaan hubungan kerja harus bersinergi dalam keterl<ar.an 

antar fungsi dan/atau xesarnaan fungSI. memanfaatkan sumber daya. 
besaran/herarkl organlsasl. pengalaman dan peran pem,mpm. 

Pasal 6 

BAB Ill 

ASAS DAN POLA HUBUNGAN KERJA 

Bagian Kesatu 
Asas Hutungan Kerja 

~uang unglcup ,aia Hubungan Keria digunaxan di setiap Unit Organisasi 

01 L111gkungan Pemenntah Kabupaten Bekas, dalam melal<sanakan hubungan kel'}a 
meliputl hubungan koordinasi. kerjasama. pembinaan dan pengawasan. 

Pasal 5 
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a menumbuhkan rasa kebersamaan clan kernitraan dalarn melaksanakan beban 
kerja den langgung jawab bag, pernngkatan produktifilas dan kinerja. <Ian 

b mengembangkan semangat ke!lersamaan oan mengontrol otomarianisme 
struktutal yang umumnya ber!<embang dalam hubungan struktural yar,g 
cenderung terpusat. 

(1) Hubungan kerja kolegial sebaga,mana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b 
dimaksudkan untuk: 

Pasal 9 

(3) Hubungan kel]a konsultatJf sebagaimana dima«sud oaoa ayat ( 1) dilakukan dengan 

tetap memperhatik,\n hubungan struktural secara betjenjang. 

(1 I Hubungan kerja konsultatif sebaqarnana dimaksud daiarn Pasal 7 ayat (1) huruf a 
d,maksudkan untuk menyamakan persepsi dalarn melaksanakan tugas dan tungsi 

sesuai dengan wewenang organisasi perangkat caeran masing-mas,ng. 

(2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegfalan antara lan: 
a. Perencanaan; 

b. Perumusan keb•Jakan: 
c. pernutakniran: dan 

d. penyeiesaian togas dan fungsi. 

Pasal8 

(2) Pelaksanaan hubungan keqa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 

keterbukaan. akuntabilitas. profes,onalilas. can kele,paduan. 

Pasal 7 

(11 Pola hubungan kerja antar orqanrsasr perangkal daerah datam penyetenggaraan 

tugas. tungsi, dan wewenang ddaksanakan melalu1 htJbungan kerra yang mellputi . 

a Hubungan keqa konsultarif; 

b Hubungan kerja kolegial: 
c. Hubungan ke'}8 fungsiooal; 
<:I. Hubungan keqa slrul<tural; dan 
e. Hubungan kerja koordinatlf 

Pola Hubungan Kerja 

Bagian Kedua 
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Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e 

anatara fain: 

Pasal 13 

(3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk 

menghindari tumpang tind,h atau dupl.ka.si program can kegiatan secara 
suostansial, dan menjamin keselarasan program can kegiatan antar perangkat 

daerah. 

(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kel]a secara struktural dengan 

menumbuhkembangkan semangat koleglal yang sinergls dan terpadu dalam 
penanganan dan penyelesalan tugas dan fur,gs, sesuai dengan wewenang 
organ,sasi perangkat daeran masing-masing. 

f2l _Hubungan kerja kootdinatif sebagaimana dimaksud pade ayat (1) d11a1<$a.nakan 

dengan saraoa yang menjamln kelancaran, kemudahan. efektifiias. dan efisiensi. 

Pasal 12 

(2) Hubungan keria struktUral sebagaimana Cl•maksud peca ayat (1) tetap 

rnempernauaan kerja sama yang terpadu. harmonis. selaras. komprehensif. dan 

wewenang seuap unit orqamsasl. 

(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
dimaksudkan untuk mengembangkan kepem,mpman secara bef)enjang dengan 

tetap melaksanakan tugas. lungs, dan wewenangnya secara bertanggungiawab. 

Pasal 11 

(1) Hubungan kerja tungsional sebaga,mana d,rna,<sud dalam Pas.ii 7 aya, Ct) hunsf c 

drmaksudkan untuk membenkan peran substansial secara tungsional dalam 
melaksaoexan rugas Clan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat 

daerah masing·masing. 

(2i Hubungan keqa fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian 

clalam melaksanakan tugas, fungsi, can wewenangnya. 

Pasal 10 

r21 HWltlfY'.an ,eqa ko,legial aaparo takukan oengan menguiamaJ<an musyawarah dan 

tanggung ,awab bersama 
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(1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja seoaqamana d,maksud daJam Pasal 8 ayat 

(1) setiap organisasi perangka! caerah dapat mengemllangkan sistem infOllllasl 
terpadu, terbuka, can dapat diakses oleh pubn«. 

(2) Sistem tntormas. terpadu sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi inlormasi yang tersedia, 

Pasal 16 

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana d1maksud dalam pasal 12 dan pasal 13 

dilaksanakan untuk membahas keb'jakan dan strategi yang terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan. pengawasan dan evaJuas. 

Pasal 15 

Passi 14 

Hubungan ke<ja koordinatlf sebagaimana dlmaksud daiam Pasat 12 meliputl: 

a penvusunan di;tn penetapan kebiiakan untuk dijadikan pedoman dan ar9hrul Mgi 
semua instansi terkatt: 

b. penetapan rencana strateqis yang melibatkan semua onslansi terkait; 

c. penglntegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga. dan organ,sasi 

melalui rapat koordinasi; 

o. pamoanasan berbaga, hal yang perlu dikonsullas,l<an dan drtanganl betsama 

melalui temu konsultasl; 

e. pembentukan gugus keqa yang meU!>atkan berbaga, instansl terkan untuk 

menangani berbagal persoalan yang per1u dipecahkan secara bersarna; 

I. pembentukan badanilembaga1'wadah yang diperlukan untuk menangani lungsi 

fungsi koordinas. pembinaan secara menyelur\ih: 

g penelitian dan pengembangan. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kocrdinasi pelaksanaan program. 

a Koon:1,nas. nierar1<J (,nu;rsektora1 yang d laKSanakan dalamumt organ,sasi oleh 

pem,mp,n d1 Da"""1anya 
b Koord,nas, fungsional (l•n:.as sektoran yang diaskanakan antera instansi dari sektor 

berlaJnan ya~g memiliki ~aterka,tan berdasarkan lungs,nya dalam pelaksanaan 

keglatan: 
c. Koordinasi ,nstensionaJ (multisei<toraJ), koordinasi yang dilaksenakan dengan 

,nstans1 lain yang terkart berdasa!l<an keterkaitan secara instansiooat 
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(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan menqkoordmaslkan : 
a. Dinas Perhubungan. 
b. Dinas Pertanian. Kehutanan dan Perkebunan: 

c. Dlnas Petemakan. Perikanan dan Kelautan; 

d. Dinas Bina Marga dan PSDA; 

Bidang tugas asisten sebaqairnana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
meliputi : 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. mengkoordrnasikan · 
a. Dlnas Penclld1kan; 

b. Dinas Kependudukan can Pencatatan Sip,!: 
c. Dinas Sosial; 
d. Dinas Kesehatan; 

e. Dlnas Kebudayaan. Panwisata. Pemuda dan Olahraga; 
f. Dmas Komunikasi dan lnformatika; 

g. Oinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran: 
h. Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Oesa: 

i. Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; . 
j. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. 

k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 
I. Satuan Palisi Parnong Praja: 

m. Kecamatan: 
n. Kelorahan: 

Pasal 18 

(1) Orgamsasi Perangkat Daerah terdiri darl Sekretariat oaerah. Sekretanat OPRD. 

Dinas Daerah. lembaga Teknis Daerah, lembaga lain Kecamaian dan Kelurahan 
mempunyal hubungan kerja vert,kal. diagonal dan honzontal dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi. 

(2) Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus me:aksanakan tam hubungan 

ker1a organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupat, in1 dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui a•isten sesuai dengan bldang 
tugasnya masing-mas,ng. 

Pasal 17 

TATA HUBUNGAN KERJA 

BABIV 
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(1) Sekretanat Daerah rneiaksanakan koordinaS<. pembnaan, pemantauan clan 

evaluasl pelaksanaan administrasi kesekretanatan Clan apararur pemerintahan 
daerah terhadap seluruh perangkat daerah, baik secara hierarkls maupun secara 

fungs10nal: 

Hubungan kerja Sekretanat Daerah dengan perangkat daerah 1a,nnya sebaga,mana 
dtmaksud pada Pasal 19 huruf a. antara lain: 

Pasal20 

Hubungan keqa antar Unit Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasaf 17 ayat (2), meliputl : 

a. hubungan kerja Sekretanat Oaerah dengan peangkat daerha lainya: 

b. hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daeran lainya· 
o. hubungan kerja Sekretanat DPRO dengan perangkat daerah larnya: 

d. hubungan kerja Oinas Daerah dengan Oinas Daerah la,nya; 
e. hubungan keqa Lembaga T ekms Oaerah dengan perangkat daerah lainya; 

t. hubungan kelja Lembaga lainya denqan Perangkat Daerah lainya 
g. hubungan kelja Kecamatan dengan perangka! daerah lainya; 

h. hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah la•nya. 

Pasal 19 

e Drnas Tata Rua.'19 ea- Per:nuk.man: 
I Dtnas Tenaga t<eria 
g Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah: 
h Sadan Perencanaan Pembangunan Daeran: 

Sadan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian. Perikanan dan Kehutanan; 

j. Badan Ungkungan Hldup: 

(3) Asisten Admln,strasi Umum mengkoordinasikan : 

a. lnspektorat: 
b. Sekretarlat DPRD: 
e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
d Sadan Kepegawaian Daer ah· 

e. Badan Pelayanan Pe,,,,nan Tsrpadu; 
f. Kantor Alsip dan Perpustal<aan Oaerah; 



Hubungan keqa Oinas Daerah denqan perangkat daerah la,nnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 19 hurul e. antara lain : 

Pasal 23 

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan admlnistras, 
kesekretanatan dan aparatur pemerintah daerah oerkoordinasl dan menyampaikan 
laporan pelaksanaannya kepada Sekretariat Daerah. 

11 

Hubungan kerja Sekretanat DPRO dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana 
dimaksud paoa Pasat 19 huruf c. antara lain : 

(t) Sekretariat OPRD dalam membuat perencanaan keb•Jakan, program dan kegiatan 
daJam bidang adqlinistraSl kesekretanatan dan anararur pemerinlah daerah 
berkoordinas, dengan Sekretanat oaeran; 

Pasal 22 

(2) Stat Ahlr dalam melaksanakan tugas penyusunan telaahan. pemberian pemrloran 
clan saran kebijakan sesuai b1dang tugasnya secara tungs,onal berkoordinasi 
dengan perangkat daerah ter1<ait 

(3) Hubungan keqa Stat Ahli dengan Stat Ahl, la111nya be<s~at kolegial. 

(1) Stat Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dil<oordinaSikan oleh 
Sekretaris Daerah: 

Hubungan kerja Stal Ahli dengan perangkat daeran la1nnya sebagaimana dimaksud 
paca Pasal 19 huruf b. antara lain : 

Pasal 21 

(21 Sekretanai Da!!rall meiaKsanakafl ~oorornas, fungs,onal dalam perencanaan 
program 1<egratan tanunan Kepada Sadan Pere~canaan Pemban{lunan Daerah. 

(3J Sekretanat Daerah membelikan pembinaan, pengl<OOrdinas,an. pernantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan umumlteknlS/Spesifik. adm,nistrasr dan aparatur 
pemertntah daerah datam penyetenggaraan pemerinta~an oaeran. 

(4) Sekretariat Daerah menerima taporan secata berkala rnaupun insidental dan Dinas 

dan Lembaga Teknis Oaerah dalam pelaksanaan kebrjakan teknis spesilik. 

administrasi dan aparatur pemerinlah daerah. 
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(4) Lembaga Teknis Daerah dalam malaksanakan keb11akS111program/kegiatan bersdat 

umum/lelmfs/spesifik. adminisuasi dan aparatur pemenntah daeran dalam 
penyelenggaraan pemenntanan. t>erkoordinas, dengan Sekretanat Oaerah; 

perangkat daerah yang 1er1<a11 atau mempunyai rungs, sama 

(3) lembaga Teknis Oaerah di iuar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 

menyusun perencanaan kebijakan/program/kegia!an Sl)eSifrk melakul<an hli>ungan 
kerja funsional dan kOOrd1nasi fungsional dengan Sadan Perencanaan 
Pembangunan Oaerah. 

kebijakan/program11<eg.atan spesifik melakukan 
menyusun perencanaan 

koordrnasi fungsicnal dengan 
datam Dae rah Teknss (2) lembaga 

( 1) Lembaga T eknis Daeran dalam membuat perencanaan kebijakan 
ptogram/keg,atan bersrat teknis,spesttik, admm,stras, dan apararur pemerintah 

daerah, berkoordinasi dengan Sekretariat Oaerah; 

Hubungan keqa Oinas Oaerah dengan perangl<at daerah lainnya sebaga,mana 
drmaksud pada Pasat 19 huruf e, antara lain : 

Pasaf 24 

(2) Oinas Oaerah dalam perencanaan kebfjllkan/program/kegiatan tel<nis 
melaksanat<an koordinasJ fungsional dengan Sadan Perencanaan Pembangunan 

Oaerah. 

(3) Olnas Oaerah dalam melaksanakan kebijakan. programlkegiatan bersffat 

umum/tekniS/spesmk. aomlrustrasl dan aparatur pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, berkoordinasi dengan Sekretariat Oaerah; 

(4) Dmas Daerah dalam melaksanakan ket>,1akarvprogram.1<egiatan !eknJs 
melaksanakan hubungan koordlnasi lungsionaJ dengan lembaga Teknfs Daerah 
yang terxalt atau mempunyai lungsJ sama. 

(5) Oinas Daerah daiam menyusun perencanaan kebijakan/program!keglatan tekrus 
melal«Jkan koordinas, fungs,onal dengan Lembaga Teknis Oaerah yang terka~ 
atau mempunyai fungsi sama. 

(1) Dir.as Daerah oata~ membuat perencanaan keb,13kan p,ogram,i<egiatan bersffat 

telmis,spesr,k admrnistrasr dan aparatur pemermtah daerah. berkoord1nasi deogan 
Sekri!tanat Oaerah· 
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Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana drnaksud 
pada Pasal 19 hurtJf g, antara lain 

(1) Dalam rangka pelaksanaan t>ubungan kerja konsultam. Perangka! Daerah selain 

Kecamatan yang mempunyai program dan keglatan yang d1laJ<sanakan di wilayah 
Kecamatan wajib berkonsuttasi dengan Camat. 

Pasal 26 

(5) Lembaga lain datam melaksanakan ke!>ij8Kar, program/kegiatan spesifik 
metaksanakan hubungan koordloasl lungsionaJ dan instanSional dengan Oinas 
Daerah yang terka!t atau mempunyai iungsi sarna. 

(4) Lembaga Lain dalam melaksanakan ket>iakan programikegiatan bersifat 
umum1leknis/soesij1k adminlstrasi dan aoaraun pemenntah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, berl<oordinasi dengan Sekretariat Oaetah; 

(3) Lembaga Lain dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesttik 

melakukan hubungan keqa ful'lSional dan koordmasi fungsional dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan Oaerah. 

(2) Lembaqa Lain oaiam menyusun perencanaan ketJ11a~an/programlkegiataJ'I spesifik 
me1akukan koordinasi fungstonal dengan perangkat daerah yang terl<ait atau 
mempunya, fungsi sama 

Pasal25 

Hubungan kerja Lembaga Lain dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 19 hurul I, antara lain: 

(1) Lembaga Lain dalam membuat perencanaan kebijakan program.lkegialan bersifal 

teknis/spesdik. adm,mstrasi dan aparatur pemenntah daerah. ber1<oordinasi dengan 
Sekre!ariat Daerah 

(':) lembaga TeK!!lS Daerat, daJam rnetaksanakan keb,Ja><an,programkeg;atan spesifil< 
melakSallai<an hullungan koon:linas, furiss•onal dan instansional dengan Oinas 
Daeran yang te11<a,1 atau memounya, fungsi sama. 

(61 lnspeKtorat Kabupaten daJam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
urusan pemenntahan metakukan hubungan kelja tungstonaJ aan kOOldinaSi 

tungsionat dengan perangkat daerah lalnnya. 



(1) Oalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif. Oinas Oaetah, Lembaga 
Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegratan 

yang dnaksanakan d1 wilayah Kelurahan wajib be:konsultasi dengan Lutah. 

(2) Hubungan kerja konsuttat,f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sebagai berikut 

Hubungan kerja Kelurahan dengan pera~gkat daerah tainnya sebagaimana dlmaksud 
pada Pasal 19 huruf h. antara lain 

Pasal27 

(5) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kecamatan ,ainnya bersifat koleg,al. 

(4) Dalam haJ di Kecamatan telah dtbentuk UPT, Carnal mempunyai fungsi koordinasi 
dan pengendahan sedanqkan secara lungs ona. kegiatan OinaS/&ldan di 
Kecamatan d1laksanakan oleh UPT 

(3) Camat wajrb me!apor!<an kepada Sekretaris Daeran dengan tembusan kepada 
Kepala Bappeda etas pelaksanaan p•ogram clan keg:a!an d1 w,layah Kecamatan 

yang sumber pendanaannya berasal darl lembaga non pemenntah dan.atau 
negara as,ng datam rangka hubungan kerja koordnas, h1erarkis. 

a D,nas Daerah Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang 
mempunya, program dan kegiatan yang d laksanakan d• w,layah Kecamalan 
memberikan ,ntormasi secara tertulis rencana pe'aksanaan p,ogram dan 
keg,atannya paling lambal pada bulan ketiga d1mulainya tahun anggaran: 

b. Dinas Oaerah. Lembaga Teknis Oaerah dan atau Lembaga lain yang 

mempunyai program can kegiatan yang d~aksanakan d, wilayah Kecamatan 

membenkan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran. masukan, clan 
bahan pertimbangan telhadap pelaksanaan program dan k.egiatannya· 

c. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang 
mempunya, program <Ian keg,atan yang ada d, \>ilayah Ket:amatan memlasililasi 

dialog, pertemuan. dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang 
bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka petaksanaan program dan 
kegiatannya. 

(2) Hubungan ketJa -ooro ~atd ean sonsultal~ seoagairnana dmaksud pada ayat (1) 

dilal<sanai<an seDaga, bertcn 



lS 

Pembinaan dan pengawasan pe aksanaan tata hubungan keria Organisasi Perangkat 

Oaerah d!lakukan oleh Sekretaris Oaerah. 

Passi 29 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BABV 

Tata cara petaksanaan hubungan kerja organ sas, perangkat daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 19 d,jabarkan dalam matriks tata hubungan kerja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak 

rerprsahkan Clari Peraturan Bupati tnl. 

Pasal 28 

(4) Hubungan kerja Kelurahan dengan Ke!urahan lainnya oersofal koleg,al. 

(3) Lurah wajib melaporkan kepada Sekretans Daerah melalu, carnet dengan 

tembusan kepada Kepala Bappeda atas pelaksanaan program dan kegiatan di 

wilayah Kecamatan yang sumber pendanaannya tierasal dari lembaga non 

pemerintah dan/atau negara asrng dalam rangl<a hubungan kerja koordinasi 

hlerrukis 

a Omas !Jae<a.h Lembaga Te,.n,s Daeran dan atau Lembaga lain yang 
mempunya, program dan kegiaian yang d•laksanakan di wilayah Kelurahan 

memberikan informasi secara tertuns rencana pelaksanaan program dan 

keg1atannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran: 

b, Olnas Oaerah, Lembaga Teknis Daerah dan arau Lembaga lain yang 

mempunyar program dan kegiatan yang duaksaoakan di wilayah Keluraharl 

membelikan akses bagi Kelurahan untuk membefil<an saran. masukan, dan 
bahan pertimbangan ternadap pelaksanaan program dan kegiatannya: 

c. Oinas Oaerah. Lembaga Tei<nis Daerah oan atau Lembaga lain yang 

mempunyai program dan kegiatan yang aoa di wilayah Kelurahan memfasilrtasi 

dialog, pertemuan. can forum kooralnasi antara perangl<at daeran yang 

bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program da11 
keg,atannya. 
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Pasaf 31 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati m,. sepaniang mengenw 

pelaksanaannya axan dnetapkan dalam peraturan tersendln 

Pasal 30 

KETENTUAN PENUTUP 

BABVI 


